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KOUISI PEMILIHAN UUUU

KOTA PANGI(ALPINANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN C-REGISTER SEHATI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

a. bahwa dalam rangka implementasi e-Register Sistem

Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada

Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Pengguna

(User) Akun e-Register SEHATI pada Komisi Pemilihan

Umum Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang

Penetapan Pengguna (User) Akun e-Register SEHATI pada

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 440O);

3. Undang-Und"lg...

SALINAN



,

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ter:tang Pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O23 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahwn 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor LgO /PMK.OS l2OL2
tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2L3|PMK.O5/2O13

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

215/PMK.05/2O16 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 2l3IPMK.OS l20l3 Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

21371;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99|PMK.O5/2OL7

tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019...



Menetapkan

KESATU
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2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2O23 telrtang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O20

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahw 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA

IUSER) AKUN e.REGISTER SEHATI PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

Menunjuk Nama/NIP dan Pangkat/ Golongan serta Jabatan

pada Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI)

sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai Pengguna

(User) Akun e-Register SEHATI pada Komisi Pemilihan

Umum Kota Pangkalpinang.

Jangka walrtu berlaku Surat Keputusan ini yaitu sampai

diterbitkan Surat Keputusan baru.

KEDUA

KETIGA...
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KETIGA

KEEMPAT

Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan

kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan maka akan diadahan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

YULIANA SANDRIANI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Sub Bagian Hukum
Daya Manusia,

USAR
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LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e_REGISTER
SEHATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG

PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NO. NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN KETERANGAN
1 3 4

1
DINA AGITA
NrP. 1984 12 122010122006

PENATA MUDA TK.I/III.b PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR PENGGUNA (USER) AKUN
e-REGISTER SEHATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum

Daya Manusia,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANIo

.l
q

USAR


